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[SALINAN]

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-
Mojokerto- Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-
Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 225);
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Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 123);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuparen Ponorogo
Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Menetapkan :

dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat dalam
rangka mencapai visi dan misi Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berpedoman
kepada RPJPN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala
daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen
perencanaan S (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah
Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan
teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD adalah analisis
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar
untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan
ke dalam dokumen RPJMD.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah yang
selanjutnya disingkat RIPJPID adalah dokumen perencanaan
pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan
partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi
serta Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan
prioritas pembangunan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
1(satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum
mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/ terwujud
pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima)
tahun.

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah
untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja
yang menggambarkan tercapainyavisi selama 5 (lima) tahun
yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN
Tahun 2025-2029.

Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kineija yang ingin
diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan
kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja
yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah
menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian
kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas
menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

Hasil adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu
output/keluaran.

Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang
dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.

Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan
yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang
akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya,
tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam
menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/
sasaran RPJMD.

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana
tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/
upaya yang fokus, lokus akan dilakukan diantaranya berupa
optimalisasi sumber daya, tahapan, program/kegiatan/
subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dan
penentuan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra
PD.

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian
kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan
strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran
RPJMD.

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah
rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai
dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta
selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan
dan sasaran Renstra PD.
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Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik
cascading (penurunan) kinerja.

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari
kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan
kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah
karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara
langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa
datang.

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan
dampak].

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang
telah direncanakan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan
misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/
sasaran yang terseleksi.

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan
pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
mencakup indikator makro pembangunan dan indikator
kinerja kunci.

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain
yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat
Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku
kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan
daerah.

Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
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BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari
visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada
RPJPD dan RPJMN.

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari :
a. Visi, Misi dan Program Bupati terpilih Tahun 2024; dan

b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan,
dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

(2) RPUMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ponorogo,
RPJMD  Provinsi Jawa Timur dan RPJMN serta
memperhatikan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
kabupaten/kota sekitar; dan

c. masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan
melalui musrenbang RPJMD.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja
Perangkat Daerah;

b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
dan

c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu
Tahun 2025-2029.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN UMUM DAERAH

BABIII : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BABIV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BABV : PENUTUP
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
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BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perumusan kebijakan perencanaan RPJMD; dan
b. pelaksanaan RPJMD.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. perumusan kebijakan perencanaan RPJMD;

b. pelaksanaan RPJMD; dan

c. hasil RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilakukan
setiap tahun.

Evaluasi hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf ¢ dilakukan minimal 1 (satu) kali pada tahun terakhir
masa jabatan Bupati-Wakil Bupati, tetapi apabila hasil
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b
menunjukkan bahwa pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan
target pencapaian kinerja, dapat dilakukan evaluasi hasil
RPJMD sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Bupati-Wakil
Bupati berakhir agar hasil evaluasi dapat digunakan untuk
percepatan dan perbaikan kinerja.

(7) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata
cara penyusunan rencana pembangunan daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan
politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan,
pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
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(3) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa
masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(4) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang tidak
mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian
sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir
pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran RPJMD
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan RKPD
Tahun 2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ponorogo serta
mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN.

Pasal 10

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan
sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD
Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang
RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati terpilih.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI PONOROGO,

TTD

SUGIRI SANCOKO
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Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 20-08-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 8.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 152 - 8/2025

NIP ‘ 1§@80695 109303 1 003



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

UMUM.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-
cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi kepala daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memperhatikan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, sehingga
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah
diarahkan guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran
yang lebih berkualitas dan efektif demi tercapainya sasaran pembangunan
daerah yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan
dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dengan menggunakan pendekatan
HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial).

Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  juga
memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  juga
memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Prinsip RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 adalah,
Pertama, melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan keterpaduan
perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif demi
tercapainya sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan visi dan misi
Bupati yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dengan
menggunakan pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial)
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
Kedua, menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Ketiga, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
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Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra
Perangkat Daerah) bagi perangkat kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ponorogo. Keempat, menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
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